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2.069 KENDARAAN DINAS DI SULTRA NUNGGAK PAJAK TAHUN INI, 

KENDARI TERBANYAK 

 
Sumber gambar: https://kendariinfo.com/2-069-kendaraan-dinas-di-sultra-nunggak-pajak-tahun-ini-

kendari-terbanyak/ 

 

 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan pendataan pajak kendaraan 

dinas (randis) di Sulawesi Tenggara (Sultra) per tahun ini. Walhasil, sebanyak 2.069 unit 

randis dilaporkan menunggak pajak. Data tersebut dikeluarkan Bapenda Sultra terhitung 

per Oktober 2024. Ketidakpatuhan pembayaran pajak ini tak hanya terjadi di tingkat 

provinsi, namun juga kendaraan dinas di wilayah kabupaten/kota. 

Kabid Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan (PPSIP) 

Bapenda Sultra, Hilmin menjelaskan bahwa jumlah randis yang menunggak pajak 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2023, jumlah randis yang menunggak 

pajak sebanyak 1.962 unit. Kemudian, di tahun 2024 per bulan Oktober itu mencapai 

2.069 unit. Sehingga, angka randis yang menunggak pajak terus mengalami peningkatan. 

“Untuk di tahun 2023 ada sebanyak 1962 dan di tahun 2024 sampai di bulan Oktober 

berjumlah 2069 kendaraan dinas,” ujar Hilmin, Senin (21/10/2024). 

Berdasarkan data PPSIP Bapenda Sultra, Tahun 2023 untuk randis yang terbanyak 

mengalami tunggakan yakni Kendari sebanyak 346 kendaraan, kemudian di urutan kedua 

Kabupaten Kolaka mencapai 223 kendaraan dan ketiga adalah Kabupaten Muna dengan 

jumlah kendaraan 222 unit. Sedangkan untuk tahun 2024 ini, randis di Kendari masih 

menempati posisi pertama dengan mengalami kenaikan hingga di angka 532 kendaraan, 

begitu juga dengan urutan kedua ditempati Kabupaten Kolaka di angka 275 dan urutan 

ketiga yakni Kabupaten Muna sebanyak 193 unit. 

Hilmin menjelaskan, kendaraan dinas yang menunggak pajak ini sudah termasuk 

motor dan mobil. Salah satu alasannya hingga terjadinya tunggakan ini, karena banyak 
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kendaraan yang dikembalikan dalam kondisi pajaknya tidak dibayarkan. “Biasa staf itu 

dapat motor, pada saat pensiun mengembalikan motornya dengan masih ada biaya 

tunggakan yang belum mereka bayarkan,” ungkapnya. “Pembayaran pajak kendaraan 

dinas itu kan untuk motor staf itu kan biaya sendiri, kalau mobil eselon yang dapat, 

pajaknya dibiayai oleh kantor,” sambungnya. 

Khusus mobil yang masuk dalam daftar tunggakan pajak, kata dia, biasanya 

karena kendaraan tersebut telah mengalami kerusakan dan datanya tidak dilaporkan. 

Diketahui pembayaran pajak untuk kendaraan motor ini hanya kisaran Rp200 ribu ke 

bawah. Sehingga ia berharap bagi ASN yang menggunakan kendaraan dinas untuk 

melakukan pembayaran pajak tepat waktu. 

 

Sumber Berita: 

1. https://kendariinfo.com/2-069-kendaraan-dinas-di-sultra-nunggak-pajak-tahun-ini-

kendari-terbanyak/, “2.069 Kendaraan Dinas di Sultra Nunggak Pajak Tahun Ini, 

Kendari Terbanyak”, tanggal 21 Oktober 2024. 

2. https://keratonnews.co.id/berita/kendari/ribuan-kendaraan-dinas-di-sultra-tidak-

bayar-pajak, “Ribuan Kendaraan Dinas di Sultra Tidak Bayar Pajak”, tanggal 21 

Oktober 2024. 

 

Catatan: 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada: 

1. Pasal 1 poin 28 menyatakan bahwa “Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 

bermotor” 

2. Pasal 7: 

a) ayat (1) menyatakan bahwa “Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau 

penguasaan atas Kendaraan Bermotor.” 

b) ayat (2) menyatakan bahwa “Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

c) ayat (3) menyatakan bahwa “Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas: 

1) kereta api; 

2) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 

pertahanan dan keamanan negara; 
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3) Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan 

asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh 

fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah; 

4) Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan 

5) Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda. 

3. Pasal 8: 

a) ayat (1) menyatakan bahwa “Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan 

yang memiliki danf atau menguasai Kendaraan Bermotor.” 

b) ayat (2) menyatakan bahwa “Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan 

yang memiliki Kendaraan Bermotor.” 

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, pada: 

1. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Jenis Pajak provinsi yang dipungut 

berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas: a. Pajak kendaraan bermotor; 

b. bea balik nama kendaraan bermotor; dan c. Pajak air permukaan.” 

2. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa “Jumlah kekurangan Pajak yang terutang 

dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf 

b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 

dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu 

paling lama 24 (dua puluh empat) bu.Ian sejak saat terutangnya Pajak.” 


